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ABSTRACT

In the application of the cumulative punishment is divided into several phases: the prosecution, the decision stage and the stage of the enforcement or execution. In the lawsuit Narcotics stage, the public prosecutor must consider the criminal provisions in the specific article of the Narcotics Act has been violated. Since the cumulative criminal provisions in the Narcotics Act is not specified on replacement confinement criminal penalties which are related to the defendant and therefore wealth difficulties in terms of execution, the prosecutor in the prosecution case Narcotics also included on the fine substitute imprisonment. Whereas in the case of Narcotics verdict stage, the judge is bound to the indictment prosecutors, legal evidence in court and is tied to the criminal provisions of the Narcotics Act. As for the implementation phase of a court decision (execution), the implementation of the decision is divided into three, namely: the implementation (execution) imprisonment, execution (execution) criminal fines and implementation (execution) imprisonment for a fine substitute. The attitude of law enforcement against abuse of Narcotics Act essentially inactive as criminal offenses stipulated in Law No. 35 Year 2009 on Narcotics is a relative offense. Although no complaints prosecution simply no reports or information about their abuse of Narcotics Act, the law enforcement agencies see their acts of this kind will still be processed in accordance with applicable law. In the event the complaint is not intended demanding events, but requires the person who did follow the Narcotics abuse.
ABSTRAK

Dalam penerapan pidana kumulatif terbagi ke dalam beberapa tahap yaitu tahap penuntutan, tahap putusan dan tahap pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dalam tahap penuntutan perkara Narkotika, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan ketentuan pidana dalam pasal tertentu dari Undang-Undang Narkotika yang telah dilanggar. Berhubung ketentuan pidana kumulatif dalam Undang-Undang Narkotika tidak ditentukan tentang kurungan pengganti denda yang merupakan pidana yang berhubungan dengan kekayaan terdakwa dan karena itu mengalami kesulitan dalam hal eksekusinya, maka jaksa dalam penuntutan perkara Narkotika juga mencantumkan tentang pidana kurungan pengganti denda tersebut. Sedangkan dalam tahap menjatuhkan putusan perkara Narkotika, hakim terikat pada dakwaan penuntut umum, bukti-bukti yang sah di persidangan dan terikat pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Adapun dalam tahap pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), pelaksanaan putusannya terbagi atas tiga yaitu : pelaksanaan (eksekusi) pidana penjara, pelaksanaan (eksekusi) pidana denda dan pelaksanaan (eksekusi) pidana kurungan pengganti denda. Sikap penegak hukum terhadap Tindak penyalahgunaan Narkotika pada dasarnya aktif karena Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan delik relatif. Walaupun tidak ada pengaduan penuntutan hanya ada laporan atau informasi tentang adanya Tindak penyalahgunaan Narkotika, maka penegak hukum melihat adanya Tindak semacam ini tetap akan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam peristiwa pengaduan tidak diperuntukkan menuntut peristiwanya, akan tetapi menuntut orangnya yang melakukan Tindak penyalahgunaan Narkotika tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan yang menyeluruh dan terpadu merupakan bagian integral dari pembangunan nasional Indonesia seperti telah diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan.
Di dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan tersebut, Narkotika memegang peranan yang penting yaitu sebagai obat dalam penggunaannya dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran. Di samping itu, Narkotika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Itu artinya bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tersebut.

Kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa Narkotika yang diperuntukkan sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan, telah disalahgunakan dengan maksud mendapatkan kesenangan sementara. Kenyataan seperti ini merupakan ekses negatif dari pola hidup modern dengan segala kompleksitas masyarakatnya.

Penyalahgunaan Narkotika dilihat dari sudut pemakai akan mengakibatkan ketergantungan dan hal itu merupakan ancaman yang potensial merusak generasi muda yang merupakan komponen masyarakat yang paling rawan terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Dilihat dari sudut ekonomi, penyalahgunaan Narkotika dapat merugikan keuangan negara karena transaksi Narkotika yang disalahgunakan dilakukan secara illegal melalui pasar-pasar gelap dalam dan luar negeri. Jadi transaksi Narkotika secara illegal dilakukan tanpa membayar pajak kepada negara.
Menyadari dampak-dampak buruk tersebut, hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum pada umumnya harus dapat mengedepankan fungsi social control-nya dengan memberikan suatu sanksi pidana yang dapat menghentikan atau minimal mengurangi secara bertahap penyalahgunaan terhadap Narkotika.
Pemerintah dalam hal upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika  telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang tersebut tidak terlepas dari adanya konvensi-konvensi seperti : Konvensi Narkotika Tahun 1971 (convention on psychotropic substances 1971) dan konvensi pemberantasan peredaran gelap narkotika dan Narkotika tahun 1981 (convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances 1981), sebab pada kenyataannya kejahatan Narkotika bersifat transnasional, dan untuk itu perlu adanya suatu kerjasama dengan negara lain yang bertumpu pada konvensi-konvensi tentang Narkotika.
Undang-Undang No.35  Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang ruang lingkup dan tujuan, produksi, peredaran, penyerahan, ekspor dan impor, pengangkutan, transito, pemeriksaan, label dan iklan, kebutuhan tahunan dan pelaporan, pengguna Narkotika dan rehabilitasi, pembinaan dan pengawasan, pemusnahan, peran serta masyarakat, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
Hal yang menarik perhatian penulis adalah ketentuan pidana dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tersebut, dimana diterapkan sanksi pidana kumulatif yaitu menggabungkan dua jenis pidana pokok terhadap satu Tindak pidana. Dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan itu adalah pidana penjara dan pidana denda. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan tentang pidana pengganti denda, apabila dendanya tidak dibayar oleh terpidana sehingga ketentuan pidana kumulatif itu sendiri bersifat menggantung, artinya dibayar ataupun tidak dibayar terpidana tidak akan menanggung konsekuensi apapun selain menjalani pidana penjaranya.
Hal tersebut harus dicari jalan keluarnya sebab pidana itu haruslah dapat dilaksanakan. Pidana tidak boleh “kalah” oleh dirinya sendiri karena ketidakadaan sifat memaksanya. Alternatif pemecahan masalahnya adalah dengan menggunakan KUHP (pasal 103) sebagai aturan pidana umum terhadap perkara Narkotika yang berada dalam lingkup hukum pidana khusus. Dalam hal ini ketentuan pidana tentang pidana kurungan terdapat dalam pasal 30 ayat (2) KUHP, yang selengkapnya berbunyi : “Jika denda tidak dibayar lalu diganti dengan kurungan”. Dilanjutkan dengan pasal 30 ayat (3) yang berbunyi : “Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan”.

Dalam perkara Narkotika, masyarakat juga merasa bahwa ancaman pidana yang begitu tinggi dalam Undang-Undang Narkotika tidak diterapkan secara penuh oleh hakim. Hal ini terbukti dengan banyaknya putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara untuk beberapa bulan saja. Hal ini dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan semakin hari semakin merosot.

Lebih lanjut adalah mengenai permasalahan di sektor pelaksanaan putusan hakim. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak memuat aturan tentang pelaksanaan putusan hakim. Yang ada hanyalah aturan acara penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemusnahan Narkotika. Oleh karena itu pelaksanaan putusan hakim dalam perkara Narkotika mengikuti KUHAP. Pasal 1 butir 6 (b) jo pasal 13 KUHAP menyatakan : “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksankan penetapan hakim”.
Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “SIKAP PENEGAK HUKUM  TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR  35 TAHUN 2009”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimanakah penerapan pidana kumulatif dalam perkara Narkotika  dan bagaimana pula sikap penegak hukum terhadap Tindak penyalahgunaan Narkotika 
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

C. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana kumulatif dalam perkara Narkotika ?

2. Bagaimana pula sikap penegak hukum terhadap Tindak penyalahgunaan Narkotika  ?
D. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :
a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan.
b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :
1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap Tindak penyalahgunaan Narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Pidana Kumulatif Dalam Perkara Narkotika
Dalam penerapannya, pidana kumulatif terbagi ke dalam beberapa tahap yaitu tahap penuntutan, tahap putusan dan tahap pelaksanaan putusan atau eksekusi.
1. Tahap Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum merupakan pihak yang berperan penuh pada tahap ini. Hal tersebut dinyatakan dalam pasal 137 KUHAP yang berbunyi : “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

Dalam penuntutan perkara Narkotika, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan ketentuan pidana dalam pasal tertentu dari Undang-Undang Narkotika yang telah dilanggar. Berhubung ketentuan pidana kumulatif dalam Undang-Undang Narkotika tidak ditentukan tentang kurungan pengganti denda yang merupakan pidana yang berhubungan dengan kekayaan terdakwa dan karena itu mengalami kesulitan dalam hal eksekusinya, maka jaksa dalam penuntutan perkara Narkotika juga mencantumkan tentang pidana kurungan pengganti denda tersebut.

Diterapkannya kurungan pengganti denda dalam perkara Narkotika didasarkan pada aturan umum KUHP, yaitu pasal 30 ayat (2) tentang kurungan pengganti denda. Pada setiap perkara pidana termasuk perkara Narkotika, setiap pihak berperan yaitu Jaksa dan Hakim harus berupaya agar pidana yang akan dijatuhkan nantinya (kalau terbukti) berlaku efektif. Oleh karena itu, maka pidana denda harus selalu disubsiderkan dengan kurungan pengganti, sebab hal yang tersebut akan membuat terpidana mau membayar denda.

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum juga harus mengikuti ketentuan tentang lamanya kurungan pengganti yaitu paling kurang 1 (satu) hari dan paling lama (6) bulan.

2. Tahap Putusan

Dalam menjatuhkan putusan perkara Narkotika, hakim terikat pada dakwaan penuntut umum, bukti-bukti yang sah di persidangan dan terikat pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika.
Keterikatan hakim terhadap dakwaan penuntut umum, yaitu bahwa hakim terikat pada delik-delik yang didakwakan penuntut umum, yang selanjutnya hakim juga harus memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum yang selalu mensubsidierkan pidana denda dengan pidana kurungan disamping pidana penjara sebagai pidana pokok yang pertama.

Hakim sebagai penegak keadilan harus dapat mengupayakan agar pidana yang akan dijatuhkannya akan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu kurungan pengganti menurut pasal 30 ayat (2) KUHP harus diterapkan, karena fungsi kurungan pengganti tersebut adalah sebagai sarana yang memaksa terpidana untuk membayar pidana pokok bagian denda.

Keterikatan hakim terhadap alat-alat bukti yang sah di persidangan menunjukkan bahwa alat-alat bukti seperti keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri merupakan sarana yang membatasi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hakim juga terikat pada ketentuan pidana dalam pasal-pasal yang didakwakan.
Pada pasal-pasal yang berisi ancaman pidana yang bersifat imperatif kumulasi, seperti pasal 59, pasal 60, pasal 61, pasal 62 dan pasal 63 Undang-Undang Narkotika, hakim harus menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus. Pada pasal-pasal yang berisi ancaman pidana yang bersifat fakultatif kumulasi, seperti pasal 64 dan pasal 65 Undang-Undang Narkotika, hakim boleh memilih menjatuhkan salah satu dari pidana penjara atau denda, tetapi hakimpun dapat menjatuhkan dua jenis pidana tersebut secara bersamaan. Pada pasal-pasal yang memberi ancaman pidana yang bersifat tunggal, seperti pasal 66 Undang-Undang Narkotika, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana penjara saja.

Dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Narkotika, hakim juga mempunyai kebebasan. Pada umumnya kebebasan hakim tersebut ditujukan kepada hal-hal seperti memidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan. Dalam perkara Narkotika yang putusannya memidana terdakwa, kebebasan hakim terletak pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Yang perlu diperhatikan hakim dalam hal ini adalah bahwa hakim tidak boleh melampau batas maksimum dan minimum dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika.

Keterikatan dan kebebasan hakim dalam perkara Narkotika yang putusannya berupa pemidanaan dapat terbaca pada pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam putusannya. Walaupun disamping itu, hakim juga mempunyai pertimbangan yang tidak selalu tercantum dalam putusannya, tetapi berpengaruh besar terhadap putusan yang dijatuhkan.

3. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)
Pelaksanaan putusan pengadilan yang dimaksud adalah : “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut”.11)
Apabila suatu putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Negeri melalui panitera mengirimkan salinan surat putusan kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri membuat surat perintah kepada seorang Jaksa untuk bertugas sebagai eksekutor. Jaksa yang diperintahkan untuk melaksanakan putusan pengadilan, biasanya adalah juga sebagai penuntut umum dalam perkara yang bersangkutan.
Dalam perkara Narkotika yang menjatuhkan pidana secara kumulatif, pelaksanaan putusannya terbagi atas tiga yaitu :

a. Pelaksanaan (eksekusi) pidana penjara

Setelah putusan pengadilan  mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Jaksa yang ditunjuk sebagai eksekutor setelah mendapat surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri dapat langsung melaksanakan putusan pengadilan tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jaksa dalam pelaksanaan pidana penjara ini harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (eksekusi) yang tembusannya dikirim ke Pengadilan Negeri sebagai pemberitahuan bahwa putusan pengadilan tersebut telah dilaksanakan.

Berita acara dalam hal eksekusi pidana kumulatif tidak dibuat secara terpisah atau sendiri-sendiri. Berita acara eksekusi hanya dibuat satu yaitu berita acara pada saat pelaksanaan pidana penjara, meskipun pelaksanaan pidana dendanya belum dilaksanakan mengingat ketentuan pasal 273 KUHAP yaitu kepada terpidana diberi waktu selama 1 (satu) bulan untuk membayar denda dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) bulan lagi. Untuk itu, maka di dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan tersebut, pidana kumulatif yang telah dijatuhkan dicantumkan secara bersamaan walaupun pelaksanaan pidana kumulatif bagian denda atau kurungan pengganti denda baru dilakukan kemudian.

Dicantumkannya pelaksanaan pidana kumulatif yaitu penjara dan denda dalam satu Berita Acara Pelaksanaan Putusan, disebabkan beberapa hal yaitu :

· Pada dasarnya pelaksanaan pidana denda tergantung pada kejaksaan sebagai pihak eksekutor. Pengadilan Negeri tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan denda.

· Untuk menghindari terjadinya pengiriman Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan secara berulang-ulang yang pada akhirnya membuat menumpuknya berkas-berkas baik di Kejaksaan Negeri maupun di Pengadilan Negeri.
b. Pelaksanaan (eksekusi) pidana denda
Setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, jaksa sebagai eksekutor kemudian menanyakan kepada terpidana apakah ia akan sanggup membayar denda itu atau tidak. Sanggup atau tidak sanggupnya terpidana dituangkan dalam suatu surat pernyatan tentang kesanggupan atau ketidaksanggupan terpidana untuk membayar denda tersebut.

Apabila terpidana sanggup membayar denda, maka waktu yang ditetapkan untuk membayar adalah 1 (satu) bulan sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila terdapat alasan yang cukup maka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan lagi.

Pada waktu yang telah ditetapkan yaitu waktu sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan tentang kesanggupan membayar denda tersebut, jaksa sebagai eksekutor melakukan pemanggilan dengan surat panggilan kepada terpidana yang sebelumnya telah menjalani pidana penjaranya di Lembaga Pemasyarakatan untuk menghadap ke Kejaksaan Negeri guna membayar dendanya. Surat panggilan terhadap terpidana disampaikan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
Surat pernyataan yang telah dibuat oleh terpidana tentang kesanggupannya membayar denda tidak dapat menjamin terpidana membayar denda tersebut, sebab pada umumnya pada saat pembayaran denda dilakukan, terpidana ternyata tidak dapat membayar dan dia lebih memilih menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda yang telah dijatuhkan. Namun apabila terpidana membayar dendanya, maka salinan akta pembayaran tersebut dikirimkan ke Lembaga Pemasyarakatan, sehingga terpidana tidak menjalani pidana kurungan pengganti apabila pidana penjaranya telah selesai.

Apabila pada saat ditanyakan tentang kesanggupan terpidana untuk membayar denda dan terpidana menyatakan tidak sanggup, maka ia tetap menandatangani surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa ia tidak sanggup membayar denda tersebut. Surat pernyataan tentang ketidaksanggupan tersebut tidak langsung dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan. Kepada terpidana masih diberi waktu selama 1 (satu) bulan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga siapa tahu sewaktu-waktu terpidana mau membayar dendanya.

Setelah waktu tersebut di atas dilalui dan terpidana tetap tidak berinisiatif untuk membayar denda tersebut, maka ia tetap dipanggil untuk menghadap ke Kejaksaan Negeri untuk melakukan pembayaran biaya perkara yang juga berlaku bagi terpidana yang membayar denda. Biaya perkara ini selalu dapat dibayar oleh terpidana karena jumlahnya tidak besar. Pembayaran tersebut dituangkan dalam satu akta yang isinya menyatakan terpidana telah membayar biaya perkara tetapi dendanya tidak dibayar. Selanjutnya jaksa sebagai eksekutor mengirimkan salinan akta pembayaran tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan bersama-sama dengan salinan surat ketidaksanggupan membayar denda.

Dalam perkara Narkotika, pidana denda yang dijatuhkan sangat besar, sehingga hampir semua pidana denda dalam putusan tersebut tidak dapat dibayar oleh terpidana. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tidak dapat dibayarkan pidana denda dalam perkara Narkotika adalah :
· Hampir semua pelaku Tindak pidana di bidang Narkotika merupakan generasi muda yang berstatus pelajar, mahasiswa dan pengangguran. Pelaku-pelaku tersebut dikategorikan sebaga orang yang tidak mampu untuk membayar denda yang nilainya sangat besar dalam perkara Narkotika.

· Ancaman pidana kurungan pengganti dalam KUHP relatif ringan, yaitu maksimum 6 (enam) bulan. Apalagi di dalam prakteknya hakim hanya mengkonversikan pidana denda ke dalam pidana kurungan pengganti yang lamanya 1 (satu) atau 2 (dua) bulan saja. Hal tersebut menyebabkan terpidana lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti daripada membayar denda yang besar.
c. Pelaksanaan (eksekusi) pidana kurungan pengganti denda
Kurungan pengganti harus dapat diterapkan apabila terpidana tidak dapat membayar denda. Adapun pidana kurungan pengganti tersebut diterapkan berdasarkan aturan umum KUHP, yaitu pasal 30 ayat (2) tentang kurungan pengganti denda.
Ketidaksanggupan terpidana dalam membayar denda dituangkan dalam satu surat pernyataan, yang akhirnya bersama-sama dengan salinan akta pembayaran biaya perkara dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan. Dengan tidak terbayarnya denda tersebut, maka secara otomatis terpidana harus menjalani kurungan sebagai pengganti denda tersebut. Pidana kurungan pengganti tersebut dijumlahkan ke dalam pidana pokok yang pertama yaitu pidana penjara dan dijalankan oleh terpidana setelah pidana penjaranya telah selesai.
Sehubungan dengan putusan perkara pidana No. 748/Pid.B/2004/PN.Smda mengenai penerapan pidana kumulatif yang dijatuhkan terhadap terdakwa HARDY PERDANA bin TRI SANTO WIJAYA, yang menyatakan bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana mengedarkan Narkotika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dan tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Menurut pendapat penulis, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut terlalu berat, hal ini dikarenakan sesuai dengan fakta materiil bahwa setelah dikonfrontir dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa itu sendiri bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas bukan secara langsung terdapat di tubuh maupun rumah terdakwa, melainkan terdapat di celana yang bukan milik terdakwa. Dari hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 65 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan : “Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan Narkotika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”.
B. Sikap Penegak Hukum Terhadap Tindak Penyalahgunaan Narkotika
Sikap penegak hukum terhadap Tindak penyalahgunaan Narkotika pada dasarnya aktif karena Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan delik relatif. Walaupun tidak ada pengaduan penuntutan hanya ada laporan atau informasi tentang adanya Tindak penyalahgunaan Narkotika, maka penegak hukum melihat adanya Tindak semacam ini tetap akan memproses secara hukum terhadap pelaku Tindak tersebut yang dalam hal ini Tindak penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dikutip dalam petikan putusan perkara pidana No. 748/Pid.B/2004/PN.Smda yang proses hukumnya tidak harus adanya suatu pengaduan. Tanpa adanya suatu pengaduan kasus tersebut tetap akan dituntut secara hukum pidana yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya karena Tindak penyalahgunaan Narkotika, ini merupakan suatu kejahatan yang perlu ditindak dengan tegas. Ada beberapa Tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari yang terkena Tindak pidana. Tindak pidana semacam itu disebut delik aduan.
Delik aduan ada dua jenis, yakni delik aduan absolut (mutlak) dan delik aduan relatif (tidak tetap), sebagai berikut :

a. Delik aduan absolut, ialah delik yang senantiasa hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti yang tersebut dalam pasal-pasal : 284, 287, 293, 310, 332, 322, 369 dan 378 KUHP. Dalam hal ini pengaduan diperuntukkan menuntut peristiwanya, sehingga pengaduannya harus disusun : “Saya minta agar peristiwa ini dituntut”. Karena yang dituntut itu adalah peristiwanya, maka dengan sendirinya semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu harus dituntut. Sesuai dengan jenisnya, yakni delik aduan absolut, delik aduan ini tidak dapat dibelah. Seorang suami yang mengadakan peristiwa perzinahan (Pasal 284 KUHP) yang dilakukan oleh istrinya. Ia tidak dapat menghendaki agar pria yang berzinah dengan istrinya saja yang dituntut, sedang istrinya dibebaskan dari tuntutan.

b. Delik aduan relatif, ialah delik yang biasanya bukan merupakan delik aduan, akan tetapi akan apabila dilakukan oleh sanak keluarga yang ditentukan dalam pasal 387 KUHP, berubah menjadi delik aduan. Delik-delik aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal 294, 367, 370, 376, 394, 404 dan 411 KUHP. Dalam peristiwa ini pengaduan tidak diperuntukkan menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang bersalah dalam peristiwa itu.

Adapun mengenai Tindak mengedarkan Narkotika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) huruf c UU No. 35 Tahun 2009 dan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika  sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU No. 35 Tahun 2009 adalah merupakan Tindak yang termasuk dalam delik aduan relatif.

Dalam peristiwa pengaduan tidak diperuntukkan menuntut peristiwanya, akan tetapi menuntut orangnya yang melakukan Tindak penyalahgunaan Narkotika tersebut. Tindak tersebut merupakan suatu kejahatan yang harus dihindari/dijauhi, karena dapat merusak moral dan mental pelaku Tindak tersebut serta melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam penerapan pidana kumulatif terbagi ke dalam beberapa tahap yaitu tahap penuntutan, tahap putusan dan tahap pelaksanaan putusan atau eksekusi. Dalam tahap penuntutan perkara Narkotika, Jaksa Penuntut Umum harus memperhatikan ketentuan pidana dalam pasal tertentu dari Undang-Undang Narkotika yang telah dilanggar. Berhubung ketentuan pidana kumulatif dalam Undang-Undang Narkotika tidak ditentukan tentang kurungan pengganti denda yang merupakan pidana yang berhubungan dengan kekayaan terdakwa dan karena itu mengalami kesulitan dalam hal eksekusinya, maka jaksa dalam penuntutan perkara Narkotika juga mencantumkan tentang pidana kurungan pengganti denda tersebut. Sedangkan dalam tahap menjatuhkan putusan perkara Narkotika, hakim terikat pada dakwaan penuntut umum, bukti-bukti yang sah di persidangan dan terikat pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Adapun dalam tahap pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), pelaksanaan putusannya terbagi atas tiga yaitu : pelaksanaan (eksekusi) pidana penjara, pelaksanaan (eksekusi) pidana denda dan pelaksanaan (eksekusi) pidana kurungan pengganti denda.
2. Bahwa sikap penegak hukum terhadap Tindak penyalahgunaan Narkotika pada dasarnya aktif karena Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan delik relatif. Walaupun tidak ada pengaduan penuntutan hanya ada laporan atau informasi tentang adanya Tindak penyalahgunaan Narkotika, maka penegak hukum melihat adanya Tindak semacam ini tetap akan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam peristiwa pengaduan tidak diperuntukkan menuntut peristiwanya, akan tetapi menuntut orangnya yang melakukan Tindak penyalahgunaan Narkotika tersebut.
B. Saran – Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penjatuhan pidana dalam perkara Narkotika didasarkan kepada golongan Narkotika yang disalahgunakan, sementara dalam prakteknya hakim juga menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan berdasarkan jumlah Narkotika yang disalahgunakan sehingga sedikit banyak adanya putusan yang berbeda antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. Untuk itu diperlukan suatu aturan yang tegas yang mengatur berat ringannya pidana berdasarkan golongan dan jumlah Narkotika yang disalahgunakan. Walaupun patut dihormati bahwa pada dasarnya hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tetapi hakim juga merupakan figus yang bertanggung jawab terhadap eksistensi lembaga peradilan, sehingga pidana yang dijatuhkan seharusnya tidak menimbulkan pendapat yang kontra dari masyarakat.
2. Seyogyanya hakim tidak perlu menjatuhkan pidana denda apabila berdasarkan pertimbangan yang matang diyakini bahwa terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut. Hal ini perlu diimbangi dengan cara menjatuhkan pidana penjara yang lebih tinggi, paling tidak penambahan waktu tersebut adalah 6 (enam) bulan yang merupakan maksimum waktu kurungan apabila hakim menjatuhkan kurungan sebagai pengganti denda.

3. Untuk mencapai keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak, pidana denda lebih baik diterapkan berdasarkan kategori. Dalam rancangan KUHP Nasional, denda berdasarkan kategori ini telah diperkenalkan tetapi kategori yang dirumuskan dalam rancangan tersebut adalah kategori berdasarkan berat ringannya Tindak pidana yang telah dilakukan.
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